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ABSTRAK

Perkembengen zaman dan arus modernisast yang terjadl tidak hanya membawa
pengarih positif namun juga menimbulkan dampak negatif, salah satunya yaitu maraknya
penvalahgunaan nackotiks ateu dapat disebut sebagei tindak pidang nerkotika, Hal inid
sangat menimbulkan keresahan dalam masyarakat sehingge dituntut peran besar
pemerintah dalam memerangi tindak pidana narkotika ini, salah satunyva adalah melalui
lembaga penpadilan vang berperan sebagal tempat mengadili dan menjaruhkan putusan
terhadap kasus tindak pidana narkeotika Disini peran bhakim sangat penting dalam
menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidena narkotika berdasarkan berbagai alasan
dan pertimbangan, Demikian juga halnya apabile tindak pidans narkotike tersebut
dilakukan oleh seorang residivis yang telah pemah dihukum karena perkara yang sama
sebelumnya Lembaga pengadilan melalui hakim ditunmat ook lebih tegas dalam
menjatubkan putusan pidanz kepada pelaku yang merupakan residivis dalam tindek pidana
narkotika iniDelam mlisan int yang menjadi rumusan maselah adalah bagaimana
gambaran kasus tindak pidans narkotika secara umum wyang terjedi di wilayeh hukum
Pengadilan Negen Klas [ A dan aps s#ja vang menjadi pertimbangan oleh hakim dalam
menjatuhkan pidana terhadap residivis tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Klas [
A Padang, serte bagaimana putusan pidana yang dijatuhken oleh hekim terhadap residivis
tindak pidana narkotika tersebut di Pengadilan Negen Klas 1 A Padang. Dalam penelitian
i1 pendekatan masalab yang dipakai adalah yuridis sosiologis. Dats yang dipergunakan
adalah data primer vaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, data sekunder yait
berupa peraturan perundang-undangan, buku-buky dan kamus, Teknik pengumpulan data
vang dipakai adalah dengan studi dokumen dan juga wawancara dengan hakim dan dengan
pihak terkait lainnya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kasus tindak pidana
narkotika vang diputus oleh Pengadilan Negeri Klas | A Padang, dan sampelnya adslzh
beberapa kasus yang dianggap relevan dengan penelitian ini, veng diambil dengan teknik
NonProbabifity Sampling dalam bentuk Purposive Sampling. Teknik pengolahan datanya
adalah Editing dan Tabuwlating serla dilakukan analisis terhadap data tersebut. Bahwa
dalam tahun 2005 sampai 2007 terjadi peningkatan jumlah kasus tindak pidana narkotika.
D tzhun 2005 sebanyak 67 kasus, 2006 sebanyak 91 kasus dan 2007 sebanvak 136 kasus
tindak pidana narkotika vang diputus oleh Pengadilan MNegen Klas I A Padang. Yang
menjedi pertimbangan utama hakim dalam menjatubkan pidana terhadap residivis tindak
pidana narkotika adalah status terdalowa sendiri yang permnah dibhukum karena perkara
narkotike sebelumnya, dan tujuan dari pemidapasn ini sendiri adalsh lebih kepada
pembalasan kepada pelaku daripada memben efek jera, sebab terbukti pelaku tidak jera
dengan hukuman vang dijelaninya karena perkara narkotika scbelumnya, Kemudian
mengenal putusan pidana yang dijatubhkan terhadap residivis tindak pidana narkotika
adalah berupa pidana penjara dan denda (secara komulatif) yang lebih berat dibandingkan
dengan putusan pidana yang dijetuhkan kepada pelaku tindak pidana narketika yang bukan
residivis. Besarnva pemberatan pidana vang dijatubkan kepade residivis ini adalah
diputusken berdasarkan pertimbangan hakim.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (rechisiaar), bukan negara keluasaan
(machistaar), yaity berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Maka segala
tindakan vang dilakukan oleh negara hamuslah berdasarkan aturan—sturan hukum vang
berlaku, termasuk jupa dalam hal melaksanakan pembangunan. Pembangunan nasional
Indonesia bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnyz yang adil dan
makmur berdasarkan Pancasila den Undang-Undang Dasar 1945 Untuk dapat
mewujudkan masyarakat Indonesia yang scjehtera tersebut dibutuhkan generasi penerus
vang berkualitas dan berwewasan tinggi,

Generasi muda sebagai tqnggak penerus bangsa di masa yang akan datang memiliki
beban morel yang tingel untuk dapat meneruskan cita-cita dan tujuan dan pembangunan
nasional tersebut. Untuk itu perlu dipersiapkan sedini mungkin agar dapet menghadapi
persoalan den tantengan yang akan semakin kompleks pada masa yang akan datang. Dalam
rengks meningkatken kualitas masyarakat, khususnya generasi muda, banyak hal yang
telzh dilakukan oleh pemerintah baik berupa peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan,
perekonomian dan dalam berbagai bidang kehidupan lainoya

MNamun tidak dapat dipungkiri, bahwa dengan kuatnye arus modernisasi yang
melanda ke berbagai belahan dunia termasuk juga Indenesia, baik dalam bidang ilmu
nengetahuan dan teknologi yang tidak saja membawa dampak positif namun juga

memberikan dampak negatif terhadap masyarakat, khususnya generasi muda. Salah satu

' Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan,



dampak negatif tersebut adalah penyalehgunaan narkotika vang membawa penderitaan
bagi s pemakai (para pencandu) maupun akibat-akibat sosialnya.

Istilah narkotika vang dipergunakan disinl bukanlah “narcotics” peda farmacelogy,
melainkan sama artinya dengan “drug” yaity sejenis zat vang bila dipergunaken aken
membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai®, Pada dasarmya
penggunaan narkofika hanya ditujukan untuk kepentingan medis dan pengembangan ilmu
pengetahuan. Namun dalam perkembangan selanjutnys efck kerja dan narkotika dapat
membiuskan, menurunkan kesadaran (depressant), merangseng peningkatan prestasi
(stimulans), mepagihkan, ketergantungan (dependence), mengkhayalkan (halusinasi) justru
membehayakan pemakainya bila tidak dipergunskan sesusl dengan prosedur vang telah
ditetapkan menurut aturan vang ditentuken olech dokter. Penggunsan yang tidak sesuai
dengan aturan inilah yang disebut dengan penyalahgunaan narkotika,

Akibat penvalahgunaan Narkotika (narcotik abuse) dapat membahayakan® :

a. Kehidupan pribadi yang menyalahgunakannnya; sampal kepada membawa
kematian.

b. Kehidupan sosial, kecandusn-kecanduan parkotika yang melanda angpota
masyerakat, bisa menimbulkan, meningkatnya knminalitas (gangguan kejahatan)
dan timbulnyz berbagal penyakit masyarakat.

¢. Kehidupan negara; vang mana banyaknya korban-korban narkotika menyebabkan
parg korban hidup tidak normal, tidak produktif, apatis dan lain-lain yang
melemahkan ketahanan nepara, lebib-lebih karena kebanyakan korban adalah

generast muda, maka kelangsungan hidup negara dan generasi akan terancam

% Soedjono D, 1983, Narkotika dan Hemaya, Alumni, Bandung, hal, 1.
! Jhid lal 125,



BAB IV

PENUTLUP

A, Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembehasan dapat kita tarik kesimpulan yaitu sebagai

berikut :

1.

12

Dalam figa tahun belakangan yaitu sejak tahun 2005 sampai 2007 angks tindak
pidana narkotika yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas 1 A
Padang mengalami peningkaten. Dhimana dalam tahun 2005 terdapatr 67 kasus,
tehun 2006 terdapat 91 kasus, dan tahun 2007 terdapat 136 kasus tindak pidana
narkotika vang diputus oleh Pengadilan MNeger: Klas 1 A Padang. Dengan
persentase kenaikan dari tahun 2003 ke tabun 2007 sebesar 33,8% (tipa puluh lima
koma delapan persen) dan dari tahun 2006 ke tahun 2007 sebesar 49 4% (empat
puluh sembilan koma empat persen)

Banyak hal dan faktor vang menja.d‘i pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Klas [ A Padang dalem menjatuhkan putusan pidana terhadap residivis
tindak pidena narkotika, bukan hanva ketentuan hukum positif ssja namun juga
terdapat berbegai hel lain diantaranya adelah, hal-hal yang dapat dibuktikan di
persidangan, seberapa banyak alat bukti yang dihadapkan di persidangan, tuntutan
dari Jaksa Penuntut Umum, hal yang meringankan dan memberatkan terdakowa,
program pemenntah vang sanget gencar dalam memberantas tindak pidana
narkotika karena sangat membahayakan generssi muds dan tergolong ke dalam
extraordinary crime dimana terdakwa secarz sah dan meyakinkan mengulangi
tindak pidana narkotika tersebut, sebab-sebab terdalowa tersebut melakukan suata

tindak narkotika untuk kedua kalinya, status terdakwa sendiri yang merapakan
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